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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 167 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait
penghitungan hak-hak pekerja atas pemutusan hubungan kerja (PHK) karena
mencapai usia pensiun normal dalam penyelesaian perselisihan hubungan
industrial berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt.Sus-PHI/2018,
serta menganalisis terpenuhinya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan
dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat
deskriptif. Penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan
hukum primer, sekunder dan tersier untuk mendapatkan data sekunder dengan
cara studi dokumen. Hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif dan
disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian penulis dalam tesis ini menunjukkan bahwa pertama,
terkait perbedaan penafsiran terhadap implementasi Pasal 167 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 oleh pengusaha dan pekerja yang telah mencapai usia
pensiun normal, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt.Sus-PHI/2018
menyatakan bahwa penghitungan dan pembayaran hak-hak pensiun normal oleh
pengusaha telah sesuai dengan Pasal 167 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan cara membandingkan
antara total hak pekerja atas PHK karena pensiun normal dengan total manfaat
program pensiun. Kedua, Majelis Hakim menilai kesesuaian fakta hukum dengan
ketentuan yang berlaku dan memberikan suatu pertimbangan hukum yang telah
mencerminkan terpenuhinya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan
kemanfaatan bagi para pihak.

Katakunci: pesangon, pekerja, usia pensiun normal, penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.
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Abstract
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Current study aimed to analyze the implementation of Article 167
paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan regarding the calculation of employee rights subject to
termination of employment due to reaching the normal retirement age in settling
industrial relations disputes based on the Supreme Court Decision No.
36K/Pdt.Sus-PHI/2018, as well as to analyze the fulfillment of the principles of
justice, legal certainty and usefulness in the Supreme Court Decision No.
36K/Pdt.Sus-PHI/2018.

A descriptive normative-juridical approach was applied in current study.
The research was conducted through library research on primary, secondary and
tertiary legal materials to obtain secondary data by means of document study. The
results of library research were analyzed qualitatively and presented
descriptively.

Study result showed that, first, related to different interpretations of the
implementation of Article 167 of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 by both
employers and workers who have reached the normal retirement age, The
Supreme Court Decision No. 36K/Pdt.Sus-PHI/2018 stated that the calculation
and payment of normal pension rights by employers had applied the Article 167
paragraph (3) of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 by comparing the total
rights of workers to dismissal due to normal pension with the total benefits of the
pension programs. Second, The Panel of Judges had assessed the suitability of
legal facts with applicable provisions and had provided a legal consideration that
reflected justice, legal certainty and usefulness as legal objectives for the parties.

Keywords: severance pay, employee, normal retirement age, industrial relation
dispute settlement.
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